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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL IKOTAMADYA KERALA DAERAH TINGKAT I SURABAYA

bahwa dengan telah ditetapkannya Feraturan
Menteri Dalam RNegeri Nomor 1 Tahun 1990
tentang Fedudukan Eeuangan Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota DPRD, maka FPeraturan Daer ah
Kotamadya Dasrabh Tingkat II Surabaya Nomeor 13
Tahun 1985 tentang Kedudukan Feuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya sudah tidak sesuai lagi ;

bahwa sehubungan derngan hal tersebut diatas,
perliu menetapkan  dan mengatur kembali
tentang Kedudukan Feuvangan Fetua, Wakil Hetua
dan Anggota DRFRD di dalam  suatu  Feraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Undamng Undang Nomor S Tabkun

1374 tentang
Pobok Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daer ah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta Jjuncto Undang Undang Nomor 2 Tahun
1363

Undang Undang Nomor 8 Tahun 13974 tentang
Pokok Pokok Kepegawaian

Feraturan Pemerintah Nomor S Tahun 13735
tentang Fengurusan, FPertanggunojawaban dan
Fengawasan Keuangan Daerah ;

Feraturarn Femerintah Nomor &  Tahun 1975
tentang Tata Cara Fenyusunan Anggar an
Fendapatan dan Belanja Daerah, Felaksanaan
Tata Usasha Keuangan Daerah dan Penyusunan
FPerhitungan Anggaran Pendapatan dan PBelanda
Daerah 3

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1374 tentang Berntuk Peraturan Daerah ;
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7. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1990 tentang Kedudukan kKeuangan kKetua, Wakil
Ketua dan Angoota Dewan Ferwakilanm Rakyat
Daerah

8. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1990 tentang kKetentuan Tunjangan Purna Bhakti
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah j

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1930 tentang Pedoman Penyusunan FPeraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAR I
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Daersah ini, yang dimaksud dengan
istilah @

a. Daerah, adalah Hotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

b. Pemerintah Daerah,adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava

c. Kepala Daerah, adalah WHalikotamadya Kepala
Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

d. DPRD, adalah Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
kKotamadya Daevah Tingkat II Surabaya ;

e. Pimpinan DPRED, adalah Ketua damn Wakil wakil
Ketua Dewarn Ferwakilan Rakyat Daeyr ah
Katemadya Daesvah Tingkat II Surabaya

f. Angooeta DPRED, adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/
Janji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
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g. Uang Fepresentasi, adalah tundangan yang
diberikan ‘tepada Pimpinan dan éAnggota DPRD
setiap bulan sehubungan kedudukannya

he Uang kKehormatan,adalah tundiangan Jabatan yang
diberikan kepada Pimpiran DFRD setiap bulan
sehubungan dengan Jjabatannya

i. Tundangan Fkomisi, adalah tunjangan yang di
berikan setiap bulan kepada EkEetua, Wakil
Ketua dan Sekretaris Homisi

J- Turnijamgan Fraksi, adalah tunjangan yang
gibterikan setiap bulam kepada Ketua, Wakil
Ketua dan Sekretaris Fraksi ;

k. Uang Paket, adalah uvang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DRRED untuk setiap hari
menghadiri vapat rapat DFRD yann sah termasuk
wang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam
kota dan uwang makan

1. Dana Penunjang, adalah dana vyang disediakan
untuk menunjang kegiatan DFRD 3

m. Tunjangan Purna Bhakti, adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
setelah akhir masa bhaktinya atau diberhenti
kan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

Tangaal mulai memangku Jabatan FPimpinan dan
Anggota DPFRD, adalah tanggal mereka mengangkat
sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya
sebagal Fimpinan dan Angagota DFFED
Saat berhenti: memangku Jabkatan Fimpinan dan
Anggaota DFRD, adalah tanggal mereka menyatakan
berhenti, diberhentikarn atau meninggal dunia.

BAB IX
STRUKTUR BEAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DFRD
Bagian Pertama
Uang Representasi
Pasal 3

Besarnya uang representasi ditetapkan bagi :

a, kKetua, Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu
rupiah)/bulan/orang 3

b. Wakil Ketua Fp. 180.000,00 (seratus delapan
puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;



. Anggota FBp. 150,000,000 (seratus limax puluh
ribu rupiahk)/bulan/orang

(2 Selain uwang rvepresentasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasel ini, Fimpinan dan Anggota
DFED diberikan turnjangan keluarga dan tunjangan
lainnya menurut ketentuan vyvang berlaku bagi
Pegawai Negeri.

Bagian Kedua
tang Kehormatan
Fasal 4

Besarnya uang kehormatan ditetapkan bagi :
a. Ketua [ 8 200, 000, 00 (dua ratus ribu
rupishl/bulan/ocrang 3

b. Wakil Hetua Fp. 175,000,000 (seratus tujuh puluh

lima ribu rupiahd/bularn/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi dan Tunjangan Fraksi
Pasal S

(1) Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagi @

a. Ketua Komisi Rp. 40Q.000,00 (empat puluh vribu
rupiahl/bulan/cranag ;

b. Wakil Ketua Komisi Rp. 30.000,00 (tiga puluh
ribu rupiahld/bulan/orang

n)
L ]

Sekretaris Komisi Rp. 25.000,00 (dua puluh
lima ribu rupiah)/bulan/orang 3

(2) Besarnya tunjangan Fraksi ditetapkan bagi :

a. Ketua Fraksi Rp. 40.000,00 (empat puluh vibu
rupiah? /bulan/orang g

b. Wakil Ketua Fraksi Rp. 30.000,00 (tiga puluh
ribu rupiahl/bulan/crang :

c. Sekretarie Fraksi Rp. 25.000,00 (dua pulub
lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 6

(1) Besarnya uang paket bagi Pimpinan dan Anggota
DPED adalah sebesar Rp. 112,500,000 (seratus dua
belas ribu lima ratus rupiah})/bulan/orang ;



(2} Bagi Angocota DFRD yang menghadiri  vapat dan
bertempat tinggal diluar kotamadya Daerah Ting
kat I1 Surabaya dapat dibavarbkan uwang penginapan
dengan neEreoasdukkan bukti bukti pembayaran  yang
sah, +witu setinggl  tingginya REp.  17.500,00
{tujuh belas vitbu lima ratus rupiahl/hari/orang.

Bagian Kelima
Reaya Perjalanan DRinas
Pasal 7

{1} Bagi Pimpinan dan Anggota DRFRED yang mengadakan
perjalanan dirnas, dibkerikan beaya per.jalanan
dinas 3

(2) HResarnya heayva perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) pasal ini, disesuaikan
dengan beaya perjalanan dinas yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil Golongan R ;

(3) Ketentuan administrasi dan besarnya beaya
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang
ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berlaku di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

(4) Peninjauan dalam Wilaysh FKecamatan vyang ber
kedudukan di Ibu Kota Kotamadya Daerah  Tingkat
I1 Sursbava bagi Anggota DFRD tidak diberikan
beaya parjaisnan dinas

(3> Bagi Pimpinan DFRED yang karena Jabatannya harus
dan atau pada szaat diberhentikan dengan hormat
dari Jabatannys, diberikan beaya perjal anan
pindah vang besarnya disesuaikan dengan ketentu
an yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di
Kotamadya Daerah Tinmgkat II Surabaya.

Bagian Keenam
Beaya Pemel iharaan Kesehatan
Pasal 8

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DFED yang bukan
Pegawai Megeri Sipil serta keluarganya, diberi
kan bantuan berupa penggantian beaya pemeriksaan,
pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan
ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
dengan bukti bukti yang sah atas beban Femerin
tah Daerah ;



(Z) RBagi PFimpirnen dan Angoota DPRD yann bervestatus
Fegawail Megerl beserta reluarganya, beaya
pemeritksaan, pernagocbatan dan pemeriksasan dakter
berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Fegawal

Negeri Sipil wvakni atas beban Perum Husada
Bhakti.
Fasal 23
Bagi Pimpimarn dan anogota DFED zsetisp bulan diberi
kan bantuan beaya pemsliharaan kesehatan yang besar

nya adalah FEp., 325.000,00 {tigs pulubh lima ribu
rupiah/bulan/oranag.

Fagian Ketujuh
Tunjangan Kematian
Fasal 1¢

(1) Apabila ada Fimpinan dan Anggota DPRD yang
meningaal dunia, kepada ahlil warisnya diberikan
tunjangan kematian sebanyak 2 (tiga) kali Uang
Feprecentasi dan .apabila merninggal dunia di
dalam dan atau karena menialankan tugas. diberi
ban  tundanpan kematian sebanyalk € (sram) kali
tHang Fepresentavi;

(Z) Beaya pengangkutan Jjenazak Anggota DFRD ketempat
kediaman zemula sampal  ketempat pemakaman,
menjadi beban Femerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan
Fasal 13

(1) Kepads Fimpinarn DPFRD dapat disediakan sebuah
rumah Jabatan termasuk inventaris, beaya
pemel iharaan termasubk bsava pemakaian air/
listrik, telepon dan gas i

(2) Apabila Fimpinan DPRD vang bersamagkutan berhenti

dari jabatannya, maka rumah Jahatan termasuk
baramng trararng inventaris harus diserahkan

kembali dalam keadaan baik kepada Femerintah
Daerah tanpa suatu kewajiban dari PFPemerintah
Daer ah;

(33 Bagi Fimpinan DFRED yang belium disediakan rumah
Jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan  dan
pemel iharaannya, yang hesarnya disesuaikan
dengan standard vyang berlaku pada Pemerintah
Daerah.



Bagian Kesemhilan
Sarana Mobilitas
Fasal 1z

repads Fimpinan DFRED selama memanghku jabatan, dapat
disediakan sebuah kendaraan dinas sesuail dengan
ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Paizaian Dinas
FPasal 13

Kepada Fimpinan dan An
pakaian dirmnas bevikut a

agota DFRED  dapet disediakan

tributnya berupa s

- P5H (Pakaian Sipil Harian) Z (dua) kali satahun ;

-~ P8R {(Pakaian Sipil Fesmil) 1 (satu) kali setahun ;

- PSL. (Pakaian Sipil Lengkap? 1 (satuw) kali selama 5
{limay tahun dan pakaian lainnya vang dianggap
perliu.

Bagian Kesebelas
Dana Penunjang
Fasal i4

(1) Untuk mernunjang kepiatan DPRD dapat disediakan
dana penunjang yang dikelola oleh Fimpinan DPRD;

(2) Besarnya Dana Fenunjang wntuk kegistan DFRD
disediakan dana Fp.939.300,000,00 {(sembilam puluh
sembilan Jjuta sembilan ratus ribu rupiah) setiap
tahun

(3> Perubahan plafon sesuai pada ayat (2) pasal ini
ditetapkan berdassrkan Keputuszan Fimpinan DPRD
atas persetujuan KHepala Daerah.

BAE TII
TUNJIENGAN FPURNA BHAKTI
Fasal 15

(1) FPimpinan dan Anggota DPRED setelah bherakhir masa
bkatinya atau diberhentikan dengan hormat atau
meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna
Bhakti sesuail dengan masa bhaktinya j

€2 Tunjangan Purna Bhakti dibeayai APED dan di
kelcla oleh Yayasan Purrna RBRhakti

(33 Ketentuan mengenal tunjangan Furna Bhakti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal
ini, akan diatur tersendiri dengan suatu Peratur
an Daerah.
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BAR v
FETENTUAN LAIN LAIN
FPasal 16

Fimpinan dan Anggota DRFRED veang berstatus sebagai
Pepawai Negesri Sipil, tidak dibernarkan menerima
penghasilan rangkap (ganda)y

Apabila uang representasl Fimpins dan Anggota
DFED 1lebih kecil dari pada gaji vang diterima
nada waktu vang bersangkuatan aktif sebagai
Fegawal Negeri, meka ia menerima uang represen
tasi ditambah selisih kedus penghasilan tersebut
dari Instsmsi Induknys g

Afpabila Jumlabh wang reprecsentasi  lebih  besar
dari pada gaji yang diterima pada wakitu vyang
berzangkutan aktif sebanai FPegawal Negeri, maka
ia hanya mensrima wang repvesentasi ;

Apabila Jumlah uwang representasi sama dengan
Jumlah gajr yarng diterima pada waktu yarmg ber
sanghkutan aktif sebagail Pepgawail Negeri, maka ia
hanya mener ima nang reprasentasi.

BAB v
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal 17

Sambil menunggu ditetapkannya Feraturan Daerah
Hotamadya Dasra Tingkat I1 Surakaya tentang
Tunjangan Furrna Bhakti bagi semua Angacta DPRED,
maka hepada =semus Anggota DPRD pade  berakhir
masa Jjabatannya atau diberhentikan dengan hormat
atau meninggal dunia diberikan wang penghargsan
dengan ketentuan sebagai beribkut

a. Bagi Anggota DFRD yang masa bhaktinya 6
(enam) bBulan, diberikan Uang Fenghargaan 1
tsatu) kali Uang Repressntasi

b. Bagi #Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum
mencapal & (eram) bulanm, dihiturng & (enam)
bulan penuh

c. Uang Fenghargaan diberikan setinggi tingginya
£ fernam) kali Uang Representasi ;

Dalam hal Anggota DFRD meminggal dunia, maka
Uang Fenghargaan sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, diberikan ahli warisnya.



BAB VI
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 18
Dengan beriakurnya Feraturan Daerah ini, maka
Feraturan Dasvah Kotamadya Daerah Tingkat 1Y
Surabaya Nomzr 13 Tahun 19835 dinyvatakan tidak

berlabku lagi.
FPasal 19

Hal hal varng belum cukup diatur dalam  Peraturan
Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur
lebibh lanjut oleh Fepala Daerah.

Fasal z20

Feraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memey intahkan pengundangarn  Feraturan Daerah ini
dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah kKotamadya
Daerah Tingkat I1 Surabaya.

Surabaya, 5 Januari 1931,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
SOENJOGT O, BA dr. H. PODERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur targgal 20 September 1991 Nomor 493/FP 1991.

A.n. GUBERNUR FEFALA DAERAH TINGKAT I
JAWS TIMUR
Azisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Femerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
Nip. 010 016 457




PDiundangkan dalam Lembaran Daerah Hotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1391 Seri O tamagal Z8 Oktober 1391
Nomcr S/C.

Ae. WALIEDTAMADYA HEFPALA DAERAH

TINGHAT IT SURABAYA
etaris Kotamadya/Daerah

tho
Drs. WARDJII
FPombima Thk.1

Mip. 510 019 644

Balinan sesuai dengan aslinya

Tingkat II Surabaya

‘Wb

,"palﬁ ngian Hutk L

% ; }/ :/ B K-‘ _/"‘..

2 JJOH. F A B U™, SH
d _Penata

Nip. Si0 029 2393



I.

lI.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOFR 4 TAHUN 1931

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAEBAYA

PENJELASAN UMUM =

Fedudukan Keuangan Fetua, Wakil Ketus dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daesrah kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya
telah diatur dengan Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I1 Surabaya Nomor 123 Tahun 1385 vang disahbkan gengan
Keputusan Gubernur Kepala Daereh Tingkat I Jawa Timur tanggal
i4 Maret 1986 Nomor B7/FP tahun 1986 dam  diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Surabaya tahun
1986 Seri £ pada tangaal 4 April 1388 Nomor Z/C.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Feraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 19390 tentang Fedudukan Keuangan
Ketua, Wakil kKetua dan Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat
Daerah, maka dipandanu perlu menetapkan dan mengatur kembali
kedudukan keuangan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Feraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 1II Surabaya tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya merupakan Feraturan Daerah induk,
maka FPeraturamn Daerah kKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 13 Tahun 1983 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL =

Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup Jelas j

Pasal 3 ayat (2} Yang dimaksud tunjangan
keluarga adalah tunjangan
suami atau istri dan anak
anaknya yang sah atau
disahkan sebanyak banyak-
nya 2 (tigal) orang terma-—
suk 1 (satuw) orang anak
arngkat.
Sedangkan tunjangan lain
seperti tundarngan perbaik
an penghasilan.

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud keluarga
adalah suami atau istri
beserta anak anaknya yang
sah atau disahkan sesuat
ketentuan yang berlaku,



FPasal 8 ayat (2)

Pasal 9 s/d Fasal

Pasal

14 s/d PFPasal

1

-
al.

20

)

Yang dimaksud Perum Husa-
da Bhakti adalah Badan
Usaha vyang diberi wewe—
nang wuntuk menyelenggara-
karn pemel ibharazan dan pe-—
ningkatan kessehatan dan
arnggota keluarga .

Yang dimaksud pakaian
lainnva vang diangoap
perluy adalah pakaian yang
digunakan urntuk [cara
yang bersifat Mazional
atau kedaerahan.

cukup jelas.




